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SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peseria didik
baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jekarta dan untuk
menyvesuaikan dengan  Keputusan — Sekretaris  Jenderal
Kementerian  Pendidikan, Kebudaysan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelanksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Ranak-
Kanak, Sekolah [Dasar, Sckolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan
Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Pernturan Gubernur Nomor 10 Tahun
2023 perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penenmaan Peserta Didik Baru;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teptang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesgin
Nomor 4301),

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8587) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Periggant] Undang-Undang Notfnor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undarng (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Seckolah Dasar, Sekoluh Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARLL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Gubernur im yang dimaksud dengan:

Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jukarta yang selanjutnya disebut
Provingi DKl Jakarta adalah provinsi yang mempunyad
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena
kedudukannya sebaguni  jbukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, '

Pemenntah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat
dacrahl sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta.

Gubernur adalah kepala dacrah Provinsi DKI Jakarta yang karena
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di
wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provins; DK] Jakarta.

Penerimaan Peserta Didik Baru vang selanjutnya disingkat PPDB
adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah
Luar Biasa, dan Sanggar Kegiatan Belajar.

Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah
peserta  didik  yang akan  memasuki  jenjang  pendidikan
selanjutnya.

Guru adalah pendidik profesiona!l dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik di satuan pendidikan tempatnya
bertugas.

Tenaga  Kependidikan  adalah  pegawai  yang  bertugas
melaksanakan administrasi, pengelolaan,  pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang prosecs
pendidikan pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.

Penyandang  Disabilitus  adalah CPDB  yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, merital, dan/atau sensorik dalam
jungka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatin dan kesulitan, untuk berpartisipasi
secara  penuh  dan  efcktif dengan  warga negara  lainnya
berdasarkan kesamaan hak dibuktikan dengan surat keterangan
dari pihak yang berkompeten,
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Satuan Pendidikan Annk Usin Dini adalah salak satu bentuk
satuan pendidikan formal meliputi taman kanak-kanak dan
nonformal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, dan
satuan pendidikon Gsia dini sejenis yang menyelenggarakan
pendidikan umum padd jenjang pendidikan usia dini,

Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan Umum pada jenjang
pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini atau bentuk lain yvang sederajat atau lanjutan dan hasil
belajar vang diakui sama alau setara Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini.

Sckolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari sekolah atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setarn Sekolah Dasar.

Sekolah Menengah Atas adalah salabh satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari Sekolah
Menengah Pertama atau bentuk lain vang sedersjat atau lanjutan’
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sckolah Menengah
Pertama, '

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelengearakan pendidikan kejuruan
pida jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari Sckolah
Menengaly Pertama atau bentuk lain yang sederajal atau lanjutan
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah
Pertama.

Sckelah Luar Biasa adalah bentuk satuan pendidikan khusus
yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan
dasar sampai dengan pendidikan menengah  dalam  satu
manajemen pengelolaan,

Sanggar Kegintan Belajar adalah satuan pendidikan nonformal
A}Elﬁ:is vang disclengegarakan oleh Pemerintah  Provinst DI
' i,

Zona adalah pengelompokkan satuan pendidikan berdasarkan
daftar lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikean.

Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDE yang memberikan
apresiasi terhadap anak yang telah menunjukkan prestasi
akademik maupun prestasi nonakademik.

Jalur Alirmasi sdalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan
kesempatan vang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak
mampu uniuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh
pemenntah.

Jalur Zonasi adalah jalur pendafturan PPDB yang diperuntukkan
bagi anak vang berdomisili di dalam wilnyah Zona yang telih
ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekalah, data sebaran
domisili CPDB, dan kapusitas daya tampung sckolah vang
disesuniken dengan ketersedisan jumlah anak usia sekolah pada
setiap jenjany pendidikan di dacrali tersebut.
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Jalur  Perpindshan  Tugas Orang Tua/Wali adalah  jalur
pendafltaran PPDE yang memberikan kesempatan untuk anak dari
keluarga vang orang tua/walinya harus berpindah tugas disertai
dengan perpindaban domisili sehingga tidak kehilangan hak di
Jalur Zonasi,

Jalur Anak Guru/Tenags Kependidikan adalah jalur pendaftaran
FPDB yang memberikan kesemputan bagi analk Guru/Tenaga
Kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tua/walinya
bertugas.

Rarfu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta
identitas  dalam  keluargn  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: DKl Jakarta.

Data Terpadu Kescjahtersan Sesial adalash sistem data elektronik

yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan
status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BAB 11
KEBLIAKAN UMUM PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan

Pasal 2

PPDB dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai berikut:

n.

a4

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi:

1.
2.
3.
4,

taman kanak-kanak;

kelompok bermaing;

taman penitipan anak; dan

Satuan Pendidikan Anak Usia Dimi sejenis;

satuan pendidikan dasar, meliputi:

I.
- |

Sekolah Dasar; dan
Sekolah Menengah Pertama;

. -satuan pendidikan menengah, meliputi:
1,
2.

Sckolah Menengah Atas; dan
Sckolah Menengah Kejuruan;

Sekoloh Luar Biasa, meliputi:

1.

2.
3.
4,

taman kanak-kanak luar biasa;

sckolah dasar luar biasn;

sckolalh menengah pertama luar blasa; dan
sekolah menengah atas luar hiasa;



c. Sanggar Kegintan Belajar, melipuir:
1. program pendidikan anek usia dini nonfurmal;
2. program pendidikan masyarakat, meliputi:
a) Paket A setara Bekolah Dasar;
b) Paket B setara Sekolah Menengah Pertama;
c] Paket C setarn Sckolah Menengah Atas; dan
3. pendidikan  lain  yang  ditujulan  untuk  mengembangkan
kemampuan peserta didik,
Bagian Kedua
CPDB
Pasal 3

(1) CPDB pada satuan pendidikan harus:

a.  berdomisili di Provinsi DK! Jakarta dan tercatat dalam Kartu
Keluargn; dan

b. memenuhi batas usia yang telnh ditentukan pada masing-
masing satuan pendidikan.

(2] Ketentuan mengenni domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a, dikecuilikan bagi CPDB dengan Jalur Perpindahan Tugns
Orang Tua/Wali dan Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.

(3] Ketentuan mengenai batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikecualikan bagi Penyandang Disabilitas,

Bagian Ketiga
Jalur Pendafiaran PPDB
Pasal 4

Jalut pendaftaran PPDB meliputi:
a. Jalur Prestasi:

b. Jalur Afirmasi;

c. Jalur Zonasi; dan/atau

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak
Guru/Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dilaksanakan pada:

a. Sekolah Menengah Pertama;

b. Sckolah Menengah Atas; dan

¢, Sekoluh Menengah Kejuruan,



Pusal &

(1) Jalur Prestasi bagi CPDB ditentukan berdasarkan:

a. mlai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan
peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau

b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.

(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melutui Jalur Prestasi
melebihi daya tampung, dilakukan scleksi dengan urutan langkah
sebagat berikut:

a. total pembobotan indeks prestasi;
b. urutan pilihan sekolah; dan
. waktu mendaftar.

(3) Indikator dan pembobotan indeks prestasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7
Jalur Afirmasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huraf b
dilaksanakan pada:
a. Seckolah Dasar;
Sekolah Menengah Pertama;

b
¢. Sekolah Menengah Atas; tan
d. Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 8

(1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan
sebagal berikut:

a. afinmas: prioritas pertama; dan
b. alirmasi prioritas kedua,

[2) CPDB afirmasi prioritas pertama sebagnimana dimaksud pada avat
(1) huruf a, terdiri atas:

8. anak asuh panti yang tercantum dalam Kartu Keluarga parnti
asuhan;

b. Penyandang Disabilitas vang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pihak vang berkompeten; atau

c. anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam
penanganan Corona Virus Disease 2019 di wilayah Provinsi DK]
Jakarta, yang dibuktikan dengan surat keterangan vang
ditardatarigan]l oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta.

(3] Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah Dasar, CPDB afirmasi
prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b,
terdiri atas:



()

(1}

(2)

(1)

(2)

a.  anak dari pengemudi mitra Transjakarts yang mengemudikan bus
kecil, yang dirckomendasikan olel Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta; atau

b, anak dari pekerja/buruh vang tercatat dalam Karmu Keluarga,
yang dirckomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Transmigrast, dan Energi Provins: DKI Jakiarta,

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejehteraan Sosial.

Dalam pelaksanaan PPDB puda Sckolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sckolah Menengah Kejuruan, CPDB
alirmasi prioritas kedua scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdirt atas:

a. pemegang Kartu Jakarta Piitar Plus vang masih aktil;

b, anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan
bus kecil, yang dirckomendasikan oleh Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

¢. anak darn pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga,
vang dirckomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau

d. penerima Program Indonesia Pintar,
yang terdaftar dialam Data Terpadu Kesejahtersan Sosial.

Pasal 9

CPDB yuang mendaflar pada Jalur Afirmasi prioritas pertama
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huraf &, tdak
dilakukan proses seleksi.

Ketentuan  selcksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dikecualikan bagi CPDB  Jalur Afirmasi prioritas  pertama
Penvandaneg Disabilitas.

Pasal 10
Jalur Zonnsi sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 horuf e
dilaksanakan pada:
a. Sekolah Dasar;
b, Sekoluh Menengah Pertama; dan
¢. Sekolah Menengah Atas.
Daftar Zona prioritas untuk PPDB  melalui  Jalur Zonasi

schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan.

Pasal 11

Terhadap CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi, berlaky
persyaratan khusus melipati;

A.

domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga vang
diterbitkan  paling singkat 1 (satu) tahun sehelum tanggal
pendaftaran PPDB;



b. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu
Keluarga yang tdak menyebabkan perpindahan domisili, Kartu
Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi
Jalur Zonasi;

¢. perubahan data pada Koartu Keluarga yang tidak menyebabkan
perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara
lain:
1. penambahan anggota keluargs selain CPDB;

2. pengurangan angpota keluarga karens meninggal dunia atau
pindah; dan/atau

3. Kartu Keluarga hilang atay rusak.

d. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga vang
tidak  menyebutkan  menyebabkan  perpindahan  domisili
sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disertukan:

1. Kartu Keluargn yang lama bagi perubahan data (penambalin
atau pengurangan anggota keluargs) atau rusalk; atau

2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Karty
Keluarga hilang.

e. perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan domisili harus
disertal dengan kepindahan domisili seluruh keluargs yang ada
pada Kartu Keluarga tersebut;

. nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada Kartu Keluarga
harus sama dengan nama yang tercantum pacda rapor/ijazah
Jemjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu
Keluarga sebelumnya; dan

g dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB
stbagramuna dimaksud pada huruf , Kartu Keluarga terakhir
dapal digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau
bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keljgarga terakhir yang
harus dibuktikan dengan surat kematian/akta cerai  yang
diterbitkan instansi berwenang.

Pasal 12

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atsgu Jalur Anak
Guru/Tenaga Kopendidikan sebagsimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d dilaksanakan pada:

a. Sekolah Dasar;

b. Sekolnh Menengah Pertama;

c. Sekolah Menengah Atas: dan
d. Sekolah Menengah Kejuruan,

Pasal 13

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi CPDB
ﬂung orang tua/walinya mendapatkan penugasan yang dibuktikan
engan:

a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan
vang mempekerjakan paling lama | [sat) fahun sebelum hari
pertama tanggal pendaftaran; dan

b. surat keterangan atay dokumen tferkait yang menunjukan adanya
perpindahan domisili orang tua/wuli dan CPDB yang diterhitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta,



(1)

Pasal 14

Dalam hal wrdapat sisa kuota Jalur Perpindaban Tugas Orang

Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sisa kuota dapat

dialokasikan untuk Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.

(2) Julur Anak Guru/Tenags Kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan CPBD. memilih
sekolih tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinva.

Bagian Keempal
Tahapan Pelaksanaan PPDRB
Pasal 15

Tuhapan pelaksansan PPDB meliputi:

(2]

(3)

(4)

(5)

tahap pertama:

I, pengumuman;
2. prapendaftaran,;
3. pendaltaran;

4. seleks:; dan

5: lapor dirL
tahap kedua:
PEMEUIMILIMmEnT;
pendaltaran;
seleksi; dan
lapor diri.

Al N o

Pasal 16

Apabila PPDB tahap pertama masih terdapat sisa daya tampung
sehelum  jangka waktu PPDB  berakhir, PPDB tahap kedua
diselenggarakan untuk mengisi sisa daya tampung pada masing-
masing satuan pendidikan,

Apabila daya tampung belum terisi penuh pada saat PPDB tahap
kedua berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pengisian
daya tampung tdak dilakukan dengan perpanjangan  waktu
pelaksanaun PPDB.

Pengisian daya tampung yang belum ferisi penuh sebagaimana
dimaksud pada ayal (2), dilakukan melalui proses perpindahan
peserta didik setelah 1 (satu) semester tahun ajaran berjalan.

Ketentuan pengisian daya tampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dikecunlikan bagi Sckolah Dasar yang belum terisi penuh
pada sant PPDB berakhir,

Sekolah Dasar yang belum terisi penuh pada saat PPDB berakhir
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuka pelaksanaan
PPDB  tahap berkutnva untuk melakukan pengisian  dava
tampung.
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Pasal 17

Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dituangkan dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan.

Pasal 18

(1) Dinas Pendidikan dapat melibatkan perangkat daerah/unit kerja

(2)

(1)

(2)

(3

(1)

(2)

(3)

(1]

pada perangkat daerah terkait dalam melaksanakan PPDB.

Dinas  Pendidikan melaksanakan penyebarluasan informasi
mengenal pelaksanaan PPDB secara daring dan/atau luring, dan
dapat mehbatkan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat
daerah terkait.

Bagian Kelima
PPDE Bersama
Pasal 19

Pelaksanaan PPDB dapat melibatkan satuan pendidikan yang
diselengearakan oleh swasta atau masyarakat melalui PPDB
bersama,

Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bersama yang melibatkan
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta atsu
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
melalu mekanisme kerja sama sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Petunjuk teknis PPDB Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB 111
PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 20

Rasio kelas per rombongan belajar pada Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.

Kepala Satuan  Pendidikan  Anak  Usis  Dimi mengusulkan
perhitungan:

a. daya tampung; dan

b. rombongan belajar,

patda Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

Hasil perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetiapkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan,

Pasal 21

CPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usin Dini harus memenuhi
persydratan schaga berikul:
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3
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a. berusia 2 {dua) sampai dengan & (enam) tahun pada tanggal 1
Juh tahun berjalan, untuk taman penitipan anak dan satuan
Pendidikan Anak Usiy Dini sejenis;

b. berusia 3 (tign) sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1
Juli tahun berjalan, untuk kelompok bermain;

¢. puling rendah berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli
tahun berjalan, untuk kelompok A di taman kanak-kanak; dan

d. paling rendah berusia 5 (lima) tabun pada tangeal 1 Juli tahun
berjalan, untuk kelompok B di taman kanak-kanalk.

Persyaratan usia sebagnimarnia dimaksud pada syat (1) dibuktikan

dengan: '

a. akia kelahmran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak
yang berwenang, dan

b. tercatat dalam Kartu Keluargs.
BAB IV
PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Bagian Kesatu
Sekolah Dasar
Pasal 22

Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Dasar paling
banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Kepala Sckolah Dasar mengusulkan perhitungan:

a. daya tampung: dan

b. rombongan belajar,

paca Sekolah Dasar kepadn Kepala Dinas Pendidikan.

Hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a, ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan.

Pasal 23

CPDB pada Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan berusia
paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal | Jull tahun berjalan,

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan:

a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak
yang berwenang; dan

b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan puling singkat 1
(satu) tahun sebelum hari pertama tangeal pendaftaran.

Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan  usia
sebagaimana dimaksud pada ayvar (2) huruf b dikecualikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.
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Pasal 24

(1) PPDB pada Sekolah Dasar terdiri ains;
a. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
b. Jalur Zonasi dengan kuota 73% (tijuh pulub tiga persen); dan

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak
Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen),

(2) Dalamn hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan ke
PPDB tahap kedua melalui Jalur Zonasi.

Pasal 25

Palam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur
Afirmasl scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a,
dilalcukan  secleksi  terhadap CPDB  afirmasi  prioritas  pertama
Penyandang Disabilitas dan afirmasi prioritas kedua dengan urutan
langkah sebagai berilmt:

a. Zona prioritas;
b. urutan pilthan sekolah;

usia dari yang tertua ke vang termuda; dan
d. waktu mendaftar.

Pasal 26

(1) Jalur Zonasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1] huruf
b ditentuken berdasarkan domisili CPDB pada Sekolah Dasar
dengan kKetentuan sebagai berikut:

a. Zond prioritas pertama, diperuntukkan bagi CPDB yang
berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun
tetangga lokasi sekolah; dan

b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB  yang
didasarkan dengan kelurashan domisili CPDB yang sama
dan/atau berdekatan dengan kelurnhan lokssi sekolah.

(2) Dalam hal jumiah CPDB yang mendalar melalui Jalur Zonasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi daya tampung,
dilakukan seleksi dengan unitan langkah sebagai berikut:

& usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai Zona prioritas;
b, wrutan pilihan sekolsh; dan
c. waktu mendafiar,

Pasal 27

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan
Tugas Orang Tua/Wall dan/atau  Jalur Anak  Guru/Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huraf ¢
melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah
sebagai berikut:
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usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
pilihun sckoluh; dan
waktu mendaftar,

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama
Pusal 28

Rasio kelas per rombongan belgjar pada Sekolah Menengah
Pertama paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Kepala Sekolah Menengah Pertama mengusulkan perhitungan:

a. daya tampung dan

b. rombongan belajar,

pada Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Hasil perhitungan daya tampung pada Sckolah Menengah Pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutrul a, ditetapkan oléh
Kepala Dinas Pendidilan.

Pasal 29

CPDB pada Sckolah Menengah Pertama harus  memenuhi
persyaratan schagat berikut:

&. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli
tahun begalan; dan

b. telah menyelesaikan Kelas 6 Sekolah Dasar atau bentuk lain
yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain
yang menyatakan kelulusan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a
dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dars pihak
yang berwenang; dan

b tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1
[satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.

Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan  usia
scbagiimana dimaksud pada ayat (2) hurif b dikecuslikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertiama anak asuh panti.

Pasal 30

CPDB kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama vang berasal dari
sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin
belajar dari kementerian  yang menyclenggarakan  urusan
pemerintahan bidang pendidikan,

Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sckolah
Menengah  Pertama  sebagamimang  dimaksud  pada ayat (1),
disampaikan kepada direktur  jenderal vang membidang
pendidikan ansk wusia dini, pendidikan dusar, dan pendidikan

menengsh.
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(3} Ketentuan pembenan rekomendasi schagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan ayat (2) hanya berlaku untuk CPDB yvang berasal dari
werga negarn Indonesia.

Pasal 31

(1) PPDB pads Sekolah Menengsh Pertama terdiri atas:
a. Jalur Prestast dengan kuota 23% (dur puluh tiga. persen)
b, Jalur Afirmasi dengan kuotn 25% (dua pulub lima persen);
e, Jalur Zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan
d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Anak
Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen),

(2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan ke
PPDB tahap kedua dengan Jalar Prestasi.,

Pasal 32

CPDB yang mendaltar melalul Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, memedomani ketentuan sebagaimana
dimaksud dalim Pasal 6.

Pasal 33

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi dayva tampung Jalur
Afirmasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huraf b,
bertaku ketentuan scbagai berikut:

a. terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas,
dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikur
l. Zona prioritas;
2. usi darn yang tertua ke yang termuda:
3. wrutan pilihan sekolah; dan
4. waktu mendaftar.
b. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedua, dilakukan seleksi dengan
urutan langkah sebagai beriloat:
1. Zona prioritas;
2. urutan pilthan sekolah;
3. total pembobotan indeks prestass; dan
4. waktu mendaftar.

Pasal 34

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimuksud dalam Pasdl 31 ayat (1) huruf
¢ ditentukan berdasatrkan domisili CPDBE pada Sekolah Menengah
Pertarna dengan Ketentuan sebagal berikut:

a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi:

1. CPDB yang berdomisili pada rukun tetungga yang sama
dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan

2. CPDB  yang berdomisili pada rukun tetangea vang

berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun
tetangga lokasi sekolah.
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b, Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB  yang
berdomisih pada rukun tetangga sekitar sekolah berdasarkan
pemetaan; dan

c. Zona prioritas Kketiga, diperuntukkan bagi CPDB  yang
berdomisili sama dan/atau  berdekatan dengan kelurahan
lokasi sekolah.

{(2) Dalam hal jumlonh CPDB yang mendaftar melalui Joalur Zonasi
melebihi daya mmpung, dilakukan seleksi dengan uratan langkah
sehugal berikut:

a. Zona prioritas;

b. wusia dar yang tertua sampai dengan yang termuda;
e, urutan pilihan sekolah: dan

d. waktu mendaftar.

Pasal 35

Dalam hal jumlah CPDB pada Sekolih Menengah Pertami vang
mendaftar melalun Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau
Jalur Anak Gura/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf d melebiht dava tampung, dilakukan selelsi

dengan urutan langkah sebagai berikur;
a. total pembobotan indeks prestasi;

b. pilihan sekolih; dan

¢. waktu mendaftar.

Pasal 36

(1) PPDB pada Sckolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi peserta didik vang
memiliki prestasi dalam bidang olahraga.

(2} Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Dinas Pemuda dan
Olahragn Provinsi DKl Jakarta dan  kementerian  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olabraga menyusun petunjuk teknis PPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Kepala Dinas Pemuda dan Oldhraga Provinsi DKl Jakarta
melaporkan  secara  tertulis  pelaksanaan PPDB  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan,

BAB V
PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Sekolnh Menengah Atas
Pasal 37

(1} Rasio kelas per rombongan belgjar parda Sekolah Menengah Atas
paling banyal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
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Kepala Sekolah Menengah Atas mengusulkan perhitungan:

a. daya tampung; dan

b. rombongan belajar,

pada Sekolah Menengah Atas kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Hasil perhitungan daya tampung dan rombongan pada Sekolah
Menengah Atas sebagaimana dimaksud pads ayar (2] huruf a,
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 38

CPDB pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persvaratan

sebagai berikut:

a. berusla paling tinggi 21 (dua pulub satu) tahun pada tanggal )
Juli tahun berjalan; dan

b. telah menvelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengali

Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan
tazah atau dokumen lain yang menvatakan kelulusan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dibuktukan dengan:

@, akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak
yang berwenang; dan

b, tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1
(satu) wihiun sebelum han pertama tanggal pendafltaran,

Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagnl persyaratan  usia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b dikecualikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Pasal 39

CPDB kelas 10 [sepuluh) Sekolah Menengah Atas vang berasal dari
sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin
belajar dari  kementerian  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan.

Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sekolah
Menengah Atas yang berasal dari sckolah di luar negeri
schagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
direktur jenderal vang membidangi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Ketentuan pembernian rekomendasi sebagaimana dimalesud pada
ayat (1) dan ayat (2}, hanya berlaku untuk CPDB dari warga negara
Indonesia.

Pasal 40

PPDB pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas;
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Jalur Prestasi dengan kuota 23% {dua puluh tiga persen);
Jodur Afirmasi dengan kuota 25% (dus puluh lima persen);
Jalur Zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak
Guru/Tenuga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen),

g 0T o

(2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sisa kuota dialokasikan pada
PPDB tahap kedua melalui Jalur Prestasi.

Pasal 41

CPDB yang mendaltar melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1] huruf a, memedomani ketentuan sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 42

Dalam hal jurnlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur
Alrmasi scbagalmans dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bhuruf b,
berlaku ketentuan sebagai berilkut:

a. terhadsp CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitus,
dilakukan seleks] dengan urutan langkah sebagui berikut:

Zona prioritas;

usia darl yang tertua sampai dengan yang termuda;

urutan pilihan sckolah; dan

waktu mendaftar.

h. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedun, dilakukan seleksi dengan
urutan langkah sebagai berikut:

l. Zona prioritas;

2. urutan pilihan sckolah;

3. rotal pembobotan indeks prestasi; dan
4. wakiu mendafiar,

ol ol

Pasal 43

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 40 ayat (1) huruf
¢, ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan  ketentuan
sebagai berikut:

a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi:

1. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangpa yvang sama
dengan Tuliun tetangga lokasi sckolah; dan

2 CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang
berbatasan langsung atay bersinggungan dengan rukun
tetangen Inkasi sekolah.
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b. Zena prioritas  kedun, diperuntukkan bagi CPDB  yang
berdomisili  pada  rukun tetangpa  pada  sekitar  sekolah
berdnsarkan pemetaan; dan

¢. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB  yang
berdomisili sama  dan/atau  berdekatan dengan keélurdhan
lakasi sekolah.

{2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi
melenhi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah
sebagai bertlout:

i#. Zona prioritas;
usia dan yang tertua ke yang termuda;
urutan pilihan sekolah, dan

d. waktu mendaftar,

Pasal 44

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Julur Perpindaban
Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidilan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) hurnaf d melebihi daya
tampung, dilakukan seleksi dengan uratan langkah sebagai berikur:

a. olal pembobotan indeks prestasi;

b. pilihan sekolah; dan

¢, waktu mendaftar.

Pasal 45

(1} PPDB pada Sckolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin diperuntukkan bagi CPDB vang memenuhi
persyaratan sebaga berikut:

a&. berdomisili di Provinsi DKl Jakarta; dan

b. memiliki - prestasi  akademik  tingkat nasional dan/atau
internasional  vang  diakai oleh  kementerian  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,

(2} Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB pada Sekolah Menengah Atas
Negeri Unggulun Mpbammad Husni Thamrin ditetapkan  oleh
Kepala Dinas Pendidikarn.

Pasal 46

(1] PPDB pada Sckolah Menenignh Atas Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi peserta didik yang
memiliki prestusi dalam bidang elahraga.

(4} Sesuai  dengan  kekhususannuyn, Kepala Dinas Pemuda dan
Olishraga  Provinsi DK Jnkarta  dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga menyusun petunjuk teknis PPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),
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(3) Kepnla Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKl Jakarta,
melaporkan  secara  tertulis  pelaksanaan PPDB  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 47

(1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Menengah
Kejuruan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didilk.

(2) Bepala Sckolah Menengah Kejuruan mengusulkan perhitungan:
a. daya tampung; dan
. rombongan belajar,

pada Sekolsh Menengah Kejuruan kepada Kepala Dinas
Pendidikan,

(3] Hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Menengah
Kejuruan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikar,

Pusal 48

(1} CPDB pada Sckolah Menengah Kejuruan harus memenuhi
persyaratan schagal berikut:

a. berusia paling tinggi 21 {dua puluh suty) tahun pads tanggal |1
Juli tahun berjalan; dan

b, telah menyclesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah

Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan
nazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan,

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf a
dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak
vang berwenang; dan

b. tercatatl dalam Kartu Keluarga vang diterbitkan paling singkat 1
(satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran,

(3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan  usia
sebugaimana, dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan
terhadap CPDRB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

(4) Begi Penyandang Disabilitas, pemilihan kompetensi keahlian pada
Sekolah Menengah Kejuruan menyesunikan dengan karakteristik
tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.

Pasal 49

(1) CPDB kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal
dari sekolah di luar negent harus mendapatkan surat rekomendasi
win belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan.
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(2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sekolah
Menengal Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi.

(3) Ketentuan pemberian rekomendasi sebagammana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk CPDB warga negara Indemesia.

Pasal 50

(1) PPDB pada Sekolah Menengah Kejuruan terdini atas:
a. Jalur Prestasi dengan kKuota 55% (lima puluh lima persen);
b. Jalur Afirmasi dengan kuota 43% (empat puluh tiga persen); dan
c. Jahar Perpindahan Tugss Orang Tua/Wal dan/atau Jalur Analk
Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen).

(2) Dalam hal masih terdapal sisa kuota dari jalur pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada avat (1), sisa kueta dialokasikan ke
FPDB seleksi tahap kedua melalui Jalur Prestasi.

Pasal 51

CPDB yang mendaftar mﬂului Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) hurul a, memedomani ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 52
Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur
Afirmasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap CPDB afirmasi prioritas pertamn Penvandang Disabilitas
dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berilout:
1. ‘usia dari yang tertun sampai dengan yang termuda;
2, urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar,

b. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedua dilakukan seleksi dengan
urutan langkah scbagai berikut:

1. total pembobotan indeks prestasi;
2. drutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaltar,

Pasal 53

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaltar melalui Jalur Perpindahan
Tugas Orang Tua/Wali danfatay  Jalur Anak Guru/Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf ¢
melebili daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah
sebagai berikut:
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a. total pembobotan indeks prestasi;
b. wurutan pilihan sekolah; dan
c. waktu mendalftar.

BAB V1

PPDB PADA SEKOLAH LUAR BIASA
Bagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
Pasal 54

(1) Rasio kelas per rombongan belajar pada taman kanak-kanak luar
biasa paling banyak 5 (lima) peserta didik,

(2) Kepala taman kanak-kanak luar biasa mengusulkan perhitungan:
f daya tampung; dan
b. rombangan belajar,
pada taman kenak-kanak luar binsa kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

(3) Hasil perhitungan daya tampung pada taman kanak-kanak luar
biasa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a, ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 55

(1) CPDB puada taman kanak-kanak luar biasa berusia 4 ([empal) tahun
sampai dengan 6 (enam) taliun dengan prioritas usia dari yang
tertua sampal dengan yang termuda.

(2} Persyaratan usia sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dan pihak
yvang berwenang; dan

L. tercatat dalam Kartu Keluarga,

Bagian Kedua
Sekolah Dasar Luar Biasa
Pasal 56

(1) Rasio kelas per rombungan belajar pada sekolah dasar luar blasa
paling banvak 5 (lima) peserta didik.
(2) Kepala sekolah dasar luar biasa mengusulkan perhitungan
a. daya tampung; dan
b. rombongan belujar,
pada sekolah dasar luar binsa kepada Kepala Dinas Péndidikan.
{3) Hasil perhitungan daya tampung pada sckolah dasar luar biass

schagairnana dimaksud pada ayat (2] hurufl a, ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan,
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Pasal 57

CPDB pada sekolah dasar luar binsa harus berusia paling rendah
berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Persvaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan:

a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran
dari pihak yang berwenang; dan

b. tercatat dalam Kartu Keluarnga yang diterbitkan paling singkat 1
(satu) tahun sebelum hari pertamsa tanggal pendaftaran.

Bukti pencatatan Kartu Keluarga secbagai persyaratan  usia
schagaimana  dimaksud pada ayat [2) huraf b dikecualikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Bagian Ketiga
Sckolah Menengah Pertama Luar Biasa
Pasal 58

Rasio kelas per rombongan belajar pada sckolah menengah
pertama [uar biasa paling banyak B (delapan) peserta didik.

Kepala sekolah menengdh pertama luar biasa  mengusulkan
perhibuangan:

a. daya tampung; dan

b, rombongan belajar,

pada sckolah menengah pertama luar biasa kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

Hasil perhitungan daya tampung pada sekolah menengah pertama
luar biasa schagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a,
ditetaplkan cleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 59

CPDB pada sekolah menengah pertama luar biasa  harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tangpal 1
Juli talun berjalan; dan '

b. telah menyelesaikan kelas 6 Sekolah Dasar, sckolah dasar luar

binsa, atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan
yazah atau dokumen lain vang menyatakan kelulusan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf «

dibuktikan dengan:

a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari
pihak yang berwenang; dan

b tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1
(satu] tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran,

Bukti pencatatan Kartu Keluarga scbagai persyaratan  usia
schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.



(1)

(@)

(3)

{1)

2)

(3)

(1

23

Bagian Keempat
Selkolah Menengah Atas Lunr Binsa
Pasal 60

Rasio kelas per rombongan belajar pada sekolah mencngah atas
hunr biasa paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Kepala  sekolal menenhguh  atas  luar  biasa  mengusulkan
perhitungan:

4. dava lampung; dan

b. rombongan belajar,

pada sckolah menangah atas luar biasa kepada Kepaln Dinas
Pendidikan.

Hasil perhitungan daya tampung pada sckolah menengah atas luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan
alch Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 61

CPDB pada sekolah menengah atas luar biass harus memenuhi

persyaratan sebagm berikut:

a. berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal
I Juli tahun berjalan; dan

b. telah menyelesailan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah
Pertama, sekolah menengah perfama luar biasa, atau bentuk
lain yang sederajut, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen
lain yang menyatakan kelulusan.

Persyaratan usia scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibuknkan dengan:

a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran
dari pihak yang berwenang; dan

b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbithan paling singkat 1
(satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.

Bukti  pencatatan Kertu Keluarga sebagai persvaratan  usia
sebagaimana dimaksud padn ayat (2) huruf b dikecualikan
terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

BAB VII
PPDB PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
Pasal 62

Rasio kelas per rombongan belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar
berlaku ketentuan:
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a. Paket A setarn Sckolah Dasar, paling banyak 20 [dua puluh)
peserta didik;
b. Paket B setara Sckolah Menengah Pertarna, paling banyak 25
(dua puluh lima) peserta didik; dan
¢, Paket C setara Sekoluh Menengah Atas, paling banyak 30 (tiga
puluh) peserta didik.
[2)' Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengusulkan perhitungan:
a. dayu tampung; dan
b. rombongan belajar,
pada Sangear Kegintan Belajdar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(3) Hasil perhitungan daya tampung pada Sanggar Kegiatan Belajar

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 63

CPDE pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket A setara Sekolah
Dasar harus berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pads tanggal | Juli
whun berjalan, yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat
keternngan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang.

Pasal 64

CPDB pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket B setara Sekolah
Menengah Pertama atau Paket C setara Sekolah Menengnh Atas, harus
memiliki surat keterangan lulus atau dokumen luin yang menvatakan
kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya atau bentuk lain vang
sederajat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 65

(1) CPDB vang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam
pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari
proses PPDB yang telah berjalan.

(2} CPDB dan/atau orang tua/wali CPDB yang melakukan' pemalsuan
data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan PPDB dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan persturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 66

(1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan  evaluasi
lerhadap penyelenggaraan PPDB.



(2) Dinas Komunikasi, informatikn, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
melaksanakan pemantavan dan evaluasi terhadap sistem inlormasi
dan jarmgan PPDB.

(3) Asistenn Kescjahternan Rakyat Sckretaris Dacrah Provinsi DKL
Jakarta melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanasn PPDB.

(4) Inspektarat Provinsi DKl Jakarta melaksanakan pengawasan
terftadap peluksanaan PPDB.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 67

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Dacrah  dan/atau  sumber
pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal &8

Tabapan pelaksansan PPDB  pada satunn  pendidikan  vang
diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat dapat memedomani
Peratutun Gubernur ini.

BAB XI1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 (entang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005);

b. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentdng Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjulk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provissi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahurn 2022 Nomor 54002); dan

. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedus atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pencrimaan Peserta Didik Baru [Berita Daerah
Provinsi Dasrsh Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor
74002),

dicabut dan dinyatakan ticlak berlaku.



Pasal 70
Peraturan Gubernur ini mulai berlalag padd tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinye, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal & Mei 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,

Lt
HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tel
JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 54003

Salinan sesuni dengan aslinva
- KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,

' sigm 'rl.?:;a_m YUDHA
NIP 1976 A2062002121009




